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KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN |
DIREKTORAT
ANGGARAN |
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I I |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT b AixBDﬂEEgJSURI\?GT AN
ANGGARAN  IA ANGGARAN B ANGGARAN  IC ANGGARAN  ID ANGGARAN |E TEKNIS ANGGARAN |
A A A A A A
| SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI
ANGGARAN IA-1 ANGGARAN IB-1 ANGGARAN [C-1 ANGGARAN ID-1 ANGGARAN [E-1 DUKUNGAN TEKNIS
SEKSI
N SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI | | PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN IA-2 ANGGARAN |B-2 ANGGARAN [C-2 ANGGARAN ID-2 ANGGARAN [E-2 ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
| SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI
ANGGARAN IA-3 ANGGARAN IB-3 ANGGARAN IC-3 ANGGARAN ID-3 ANGGARAN [E-3
L SEKSI L SEKSI L SEKSI L SEKSI L SEKSI
ANGGARAN |A-4 ANGGARAN |B-4 ANGGARAN IC-4 ANGGARAN ID-4 ANGGARAN |E-4
[ T I [ T I
KELOMPOK

|| JABATAN FUNGSIONAL ||
I O O




LAMPIRAN lII-5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN I
DIREKTORAT
ANGGARAN I
SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ [ [ [ [ |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT b A?K%'?L\'EEDKJSUR,@ AN
ANGGARAN 11A ANGGARAN 1IB ANGGARAN IIC ANGGARAN 11D ANGGARAN IIE TEKNIS ANGGARAN I
I I I I I I
SEKSI a SEKSI a SEKSI a SEKSI a SEKSI a SEKSI
ANGGARAN 11A-1 ANGGARAN IIB-1 ANGGARAN IIC-1 ANGGARAN 1ID-1 ANGGARAN IIE-1 DUKUNGAN TEKNIS
SEKSI
SEKSI || SEKSI || SEKSI || SEKSI || SEKSI | | PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN 11A-2 ANGGARAN IIB-2 ANGGARAN 1IC-2 ANGGARAN 1ID-2 ANGGARAN IIE-2 ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKSI a SEKSI a SEKSI a SEKSI a SEKSI
ANGGARAN 11A-3 ANGGARAN 1IB-3 ANGGARAN 1IC-3 ANGGARAN 1ID-3 ANGGARAN IIE-3
SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI
ANGGARAN 11A-4 ANGGARAN 1IB-4 ANGGARAN 1IC-4 ANGGARAN 1ID-4 ANGGARAN IIE-4
[ T 1 [ T 1
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL ||
[ T T T T T




LAMPIRAN lII-6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN Il
DIREKTORAT
ANGGARAN Il
SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN 11IB

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN [lIC

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN 1lID

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN lIIE

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS ANGGARAN I

- 01

- 01

- 01

SEKSI
ANGGARAN [lIA-1

SEKSI
ANGGARAN 111B-1

SEKSI
ANGGARAN llIC-1

SEKSI
ANGGARAN [lIA-2

SEKSI
ANGGARAN IlIB-2

SEKSI
ANGGARAN IlIC-2

SEKSI
ANGGARAN [lIA-3

SEKSI
ANGGARAN [11B-3

SEKSI
ANGGARAN 11IC-3

SEKSI
ANGGARAN IlIA-4

SEKSI

ANGGARAN I1IB-4

SEKSI

ANGGARAN IlIC-4

- 01

- 01

- 01

SEKSI
ANGGARAN 11ID-1

SEKSI
ANGGARAN llIE-1

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI
ANGGARAN IlID-2

SEKSI
ANGGARAN IlIE-2

SEKSI
PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKSI
ANGGARAN 11ID-3

SEKSI
ANGGARAN lIIE-3

SEKSI
ANGGARAN IIID-4

SEKSI
ANGGARAN IlIE-4

KELOMPOK |
JABATAN FUNGSIONAL ||




DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

LAMPIRAN III-7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN MINYAK BUMI PENERIMAAN PANAS BUMI PENERIMAAN PENERIMAAN PENERIMAAN DATA DAN DUKUNGAN
DAN GAS ALAM DAN HILIR MIGAS KEMENTERIAN/LEMBAGA | KEMENTERIAN/LEMBAGA I LABA BUMN TEKNIS PNBP
I I I 0 1 0 1 0 1
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENERIMAAN — PENERIMAAN KEGIATAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN DATA DAN DUKUNGAN
MINYAK BUMI USAHA PANAS BUMI KEMENTERIAN/LEMBAGA IA KEMENTERIAN/LEMBAGA IIA LABA BUMN | TEKNIS PNBP |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
- PENERIMAAN —  PENERIMAAN KEGIATAN - PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN DATA DAN DUKUNGAN
GAS ALAM USAHA HILIR MIGAS KEMENTERIAN/LEMBAGA IB KEMENTERIAN/LEMBAGA IIB LABA BUMN Il TEKNIS PNBP Ii
SEKSI SEKS| SEKSI SEKSI SEKS| SEKSI
— PENERIMAAN — VERIFIKASI — PENERIMAAN — PENERIMAAN L VERIFIKASI DATA DAN DUKUNGAN
MIGAS LAINNYA KEMENTERIAN/LEMBAGA IC KEMENTERIAN/LEMBAGA IIC TEKNIS PNBP Ii
| SEKSI | SEKSI || SEKSI
VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI

] KELOMPOK ]
[ | JABATAN FUNGSIONAL [ |




LAMPIRAN I1I-8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
DIREKTORAT
SISTEM PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI SISTEM S TANDAR BIAVA EVALUASI KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN
I I I I
SEKSI SEKS| SEKSI SEKSI
PERENCANAAN SISTEM STANDAR BIAYA | | EVALUASI KINERJA BASIS DATA
PENGANGGARAN PENGANGGARAN | PENGANGGARAN
SEKSI SEKS| SEKSI SEKSI
PROSES BISNIS STANDAS BIAYA I | EVALUASI KINERJA PENYAJIAN INFORMASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN i PENGANGGARAN
SEKSI
SEKSI SEKSI
PENERAPAN SISTEM STANDAR BIAYA i | EVALUASI KINERJA Eaiiabecothadio
PENGANGGARAN PENGANGGARAN Ili DN GAN A AN
SEKSI
SEKSI
SEKSI DUKUNGAN TEKNIS
KLASIFIKASI ANGGARAN R D oan A AN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOG! INFORMASI

KELOMPOK

| JABATAN FUNGSIONAL [




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

DIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN

TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN KEMENTERIAN

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PENGANGGARAN

DAN LEMBAGA JAMINAN SOSIAL PNBP REMUNERASI
I A A
HARMONISiI;II(i:ERATURAN SEKSI SEKSI PENGiﬁésclaAHsmﬂ gg:\%&mg
— HARMONISASI PERATURAN — HARMONISASI —

| | PENGANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA |

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

SEKSI
| | HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA I

SEKSI
HARMONISASI PERATURAN
JAMINAN SOSIAL PENSIUN
DAN TUNJANGAN HARI TUA

SEKSI
| | HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA Il

SEKSI HARMONISASI
PERATURAN JAMINAN SOSIAL

KECELAKAAN KERJA DAN
KEMATIAN

PERATURAN PNBP |

PEJABAT NEGARA DAN
LEMBAGA NON STRUKTURAL

SEKSI HARMONISASI

SEKSI
PENGANGGARAN
— HARMONISASI
REMUNERASI PEGAWAI
PERATURAN PNBP Il NEGERI
SEKSI SEKSI
— HARMONISASI — HARMONISASI PERATURAN

PERATURAN PNBP Il

REMUNERASI LAINNYA

] KELOMPOK |
|| JABATAN FUNGSIONAL [_|

LAMPIRAN I1I-9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

LAMPIRAN IV -1

KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
|
[ I 1 I 1
ORGEIGIGSI:QI DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMuM
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PENYULUHAN, DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL TRANSFORMASI DIREKTORAT
PERATURAN PERATURAN PEMERIKSAAN DAN INTELIJEN DAN EKSTENSIFIKASI DAN KEBERATAN DAN POTENSI, KEPATUHAN, PELAYANAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSFORMASI TEKNOLOG! KOMUNIKAS! TRANSFORMAS| PROSES
PERPAJAKAN | PERPAJAKAN 11 PENAGIHAN PENYIDIKAN PENILAIAN BANDING DAN PENERIMAAN HUBUNGAN PERPAJAKAN SUMBER DAYA DAN INFORMASI BISNIS
MASYARAKAT APARATUR
— 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
H PERATURAN H PERATURAN H PERENCANAAN — INTELEJEN — %J(Z?S\‘Egl&igr — PENGURANGAN DAN — PO?ILEJEZI'EEE';L(Z?:IAN PENYULUHAN H PELAYANAN H KES:?LIJD:Z?\IKI-IF\IC')FEQLAL H E\;AA,\:_?JLAI::SSIESAT’;M I PENGEMBANGAN
KUP DAN PPSP PPh BADAN PEMERIKSAAN PERPAJAKAN KEBERATAN PERPAJAKAN OPERASIONAL INFORMASI PENYULUHAN

SUBDIREKTORAT
— PERATURAN
PPN INDUSTRI

SUBDIREKTORAT
PERATURAN
POT/PUT PPh DAN
PPh ORANG PRIBADI

SUBDIREKTORAT
TEKNIK DAN
PENGENDALIAN
PEMERIKSAAN

| | SUBDIREKTORAT
REKAYASA KEUANGAN

SUBDIREKTORAT
PENDATAAN

SUBDIREKTORAT
— BANDING DAN
GUGATAN |

SUBDIREKTORAT
DAMPAK KEBIJAKAN

SUBDIREKTORAT
PELAYANAN
PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
— PENDUKUNG
OPERASIONAL

| | SUBDIREKTORAT
INVESTIGASI INTERNAL|

SUBDIREKTORAT
I PENGEMBANGAN
PERANGKAT KERAS

SUBDIREKTORAT
I PENGEMBANGAN
PELAYANAN

SUBDIREKTORAT
PERATURAN
PPN PERDAGANGAN,
JASA, DAN PTLL

SUBDIREKTORAT
PERJANJIAN DAN
- KERJASAMA
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL

SUBDIREKTORAT
H PEMERIKSAAN
TRANSAKSI KHUSUS

SUBDIREKTORAT
— PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

SUBDIREKTORAT
PENILAIAN |

SUBDIREKTORAT
— BANDING DAN
GUGATAN I

SUBDIREKTORAT
KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DAN
PEMANTAUAN

SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN
MASYARAKAT
PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
— PEMANTAUAN SISTEM
DAN INFRASTRUKTUR

SUBDIREKTORAT
H TRANSFORMASI
ORGANISASI

SUBDIREKTORAT
I PENGEMBANGAN
APLIKASI

SUBDIREKTORAT
I PENGEMBANGAN
PENEGAKAN HUKUM

SUBDIREKTORAT
— PERATURAN
PBB DAN BPHTB

SUBDIREKTORAT
BANTUAN HUKUM

SUBDIREKTORAT
KERJASAMA DAN
DUKUNGAN
PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT
PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT
PENILAIAN Il

SUBDIREKTORAT
— PENINJAUAN KEMBALI
DAN EVALUASI

SUBDIREKTORAT
— ADMINISTRASI DAN
EVALUASI PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT
KERJASAMA DAN
KEMITRAAN

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
PENAGIHAN

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN

SUBDIREKTORAT

KOMPETENSI DAN

PENGEMBANGAN
KAPASITAS PEGAWAI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
EKSTENSIFIKASI DAN
PENILAIAN

SUBDIREKTORAT
— MANAJEMEN
TRANSFORMASI

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN IV -2

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
ORGANISAS! DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
H SUBBAGIAN H SUBBAGIAN H PSEEE?J/;?J'CEN SUBBAGIAN H SUBBAGIAN
ORGANISASI MUTASI KEPEGAWAIAN ANGGARAN PENGADAAN | TATA USAHA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
T TATALAKSANA ] LEMBERHENTIAN DA M peraENDARARAAN PENGAOAANI | | TATAUSAHA PIVPINAN
PEMENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL
SUBBAGIAN
H SUBBAGIAN ADMINISTRASI H ADM?EE?’?&'QNG " H PENSY?S'E:S/LT\IND AN H SUBBAGIAN
PENGUKURAN KINERJA PENINGKATAN PROTOKOL
KAPASITAS DAN TUNJANGAN DISTRIBUSI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN || AKﬂiﬁiANGS'fE’;‘AN INVENTARISASI, SUBBAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN PELAPORAN PEMELIHARAAN, DAN RUMAH TANGGA
PENGHAPUSAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN |

DIREKTORAT

PERATURAN PERPAJAKAN I

SUBBAGIAN

TATA USAHA

LAMPIRAN [V -3

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

PPN PERDAGANGAN, JASA,

SUBDIREKTORAT
PERATURAN

DAN PTLL

PERATURAN PERATURAN
KUP DAN PPSP PPN INDUSTRI
| |
SEKSI
SEKSI
PERATURAN
PERATURAN KUP PPN INDUSTRI |
SEKSI
SEKSI
PERATURAN
PERATURAN PPSP PPN INDUSTRI II
SEKSI SEKSI
PERATURAN PERATURAN
PERPAJAKAN LAINNYA PPN INDUSTRI I

SEKSI
PERATURAN
PPN PERDAGANGAN |

SEKSI
PERATURAN
PPN PERDAGANGAN I

SEKSI
PERATURAN
PPN JASA

SEKSI
PERATURAN PTLL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PERATURAN
PBB DAN BPHTB

SEKSI
PERATURAN PBB |

SEKSI
PERATURAN PBB I

SEKSI
PERATURAN BPHTB

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

DIREKTORAT

PERATURAN PERPAJAKAN I

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN
PPh BADAN

— ]

SUBDIREKTORAT
PERATURAN POT/PUT PPh
DAN PPh ORANG PRIBADI

SEKSI
— PERATURAN
PPh BADAN |

SEKSI
— PERATURAN
PPh BADAN I

| SEKSI
PERATURAN
PPh BADAN Il

— ]

SEKSI
— PERATURAN
POT/PUT PPh |

SEKSI
— PERATURAN
POT/PUT PPh II

| SEKSI
PERATURAN
PPh ORANG PRIBADI

SUBDIREKTORAT
PERJANJIAN DAN
KERJASAMA PERPAJAKAN
INTERNASIONAL

LAMPIRAN 1V -4

KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

— ]

SUBDIREKTORAT
BANTUAN HUKUM

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN

SEKSI
— PERJANJIAN
ASIA PASIFIK

SEKSI
— PERJANJIAN
EROPA

u SEKSI
PERJANJIAN
AMERIKA DAN AFRIKA

SEKSI
KERJASAMA
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL

PERPAJAKAN
SEKSI
SEKSI
— = ANALISIS PERATURAN
BANTUAN HUKUM | PERPAJAKAN
SEKSI
|| SEKSI || SINKRONISASI
BANTUAN HUKUM Il PERATURAN
PERPAJAKAN
T T SEKSI
SEKSI
SINERGI PERATURAN
BANTUAN HUKUM IlI PERPAJAKAN
SEKSI
| | SEKSI ANALISIS PERATURAN
BANTUAN HUKUM IV PERPAJAKAN
INTERNASIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDOMNESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

DIREKTORAT
PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
PEMERIKSAAN

— ]

SUBDIREKTORAT TEKNIK
DAN PENGENDALIAN
PEMERIKSAAN

SEKSI
PERENCANAAN
PEMERIKSAAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI

SEKSI
PERENCANAAN
PEMERIKSAAN WAJIB
PAJAK BADAN

SEKSI
STRATEGI PEMERIKSAAN

— ]

SEKSI
TEKNIK PEMERIKSAAN

SEKSI
— PENGENDALIAN MUTU
PEMERIKSAAN

| SEKSI
EVALUASI DAN KINERJA
PEMERIKSAAN

LAMPIRAN IV -5

KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT
KERJASAMA DAN

SUBDIREKTORAT

PERUSAHAAN GRUP PEMERIKSAAN

SEKSI
PEMERIKSAAN WAJIB
|| PAJAK SEKTOR SUMBER
DAYA ALAM

SEKSI
I DUKUNGAN TEKNIS
PEMERIKSAAN

SEKSI

| | SEKSI

TR?I:‘A?I\'IZSEARKPSFI{IIS;TJ(;UDSAN DATA DAN DUKUNGAN
PEMERIKSAAN

LAINNYA

TRANSAKSI KHUSUS DUKUNGAN PEMERIKSAAN PENAGIHAN
SEKSI
SEKSI SEKSI
PEMERIKSAAN
TRANSAKSI — KERJASAMA - STRATEGI DAN

DUKUNGAN PENAGIHAN

SEKSI
— PERENCANAN DAN
EVALUASI PENAGIHAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
PENGENDALIAN MUTU
DAN ADMINISTRASI
PENAGIHAN




MENTERI KEULANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

DIREKTORAT

INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

LAMPIRAN [V -6

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

INTELIJEN PERPAJAKAN REKAYASA KEUANGAN
| |
SEKSI SEKSI
INTELIJEN REKAYASA
PERPAJAKAN | KEUANGAN |
SEKSI SEKSI
INTELIJEN REKAYASA
PERPAJAKAN I KEUANGAN I
P
SEKSI EVALUASI SEKSI
DAN PEMANTAUAN REKAYASA
INTELIJEN PERPAJAKAN KEUANGAN 1lI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

SUBDIREKTORAT
PENYIDIKAN

SEKSI
PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN |

SEKSI
PENYIDIKAN |

SEKSI
PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN II

SEKSI
PENYIDIKAN I

SEKSI EVALUASI
DAN PEMANTAUAN
PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

SEKSI
EVALUASI
DAN PEMANTAUAN
PENYIDIKAN

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

DIREKTORAT

EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

LAMPIRAN [V -7

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

EKSTENSIFIKASI

EKSTENSIFIKASI PENDATAAN
| |
SEKSI
SEKSI
PERENCANAAN PERENCANAAN
EKSTENSIFIKASI PENDATAAN DAN
PEMETAAN
SEKSI
SEKSI
— TEKNIS PENDATAAN DAN
TEKNIS EKSTENSIFIKASI PEMETAAN
SEKSI SEKSI
EVALUASI DUKUNGAN DAN

EVALUASI DATA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENILAIAN |

SEKSI
PENILAIAN
MASSAL BUMI

SEKSI
PENILAIAN INDIVIDU
PERKEBUNAN DAN

PERHUTANAN

SEKSI
PENILAIAN INDIVIDU
KOMERSIAL DAN
OBJEK KHUSUS

SUBDIREKTORAT
PENILAIAN I

SEKSI
PENILAIAN
MASSAL BANGUNAN

SEKSI
PENILAIAN INDIVIDU
PERUMAHAN DAN
INDUSTRI

SEKSI
PENILAIAN INDIVIDU
PERTAMBANGAN

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEULANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

DIREKTORAT

KEBERATAN DAN BANDING

LAMPIRAN [V -8

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PENGURANGAN DAN

SUBDIREKTORAT

BANDING DAN GUGATAN |

SUBDIREKTORAT

BANDING DAN GUGATAN I

SEKSI
BANDING DAN
GUGATAN IIA

SEKSI
BANDING DAN
GUGATAN 1B

KEBERATAN
| |
SEKSI SEKSI
PENGURANGAN DAN — BANDING DAN
KEBERATAN | GUGATAN IA
SEKSI SEKSI
PENGURANGAN DAN — BANDING DAN
KEBERATAN I GUGATAN IB
SEKSI SEKSI
PENGURANGAN DAN — BANDING DAN
KEBERATAN Il GUGATAN IC
SEKSI

PENGURANGAN DAN
KEBERATAN IV

SEKSI
BANDING DAN
GUGATAN lIC

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENINJAUAN KEMBALI DAN
EVALUASI

SEKSI
PENINJAUAN KEMBALI

SEKSI
EVALUASI
PENGURANGAN DAN
KEBERATAN

SEKSI
EVALUASI BANDING,
GUGATAN, DAN
PENINJAUAN KEMBALI

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEULANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN

DIREKTORAT

POTENSI, KEPATUHAN, DAN

PENERIMAAN

LAMPIRAN [V -9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
POTENSI PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
DAMPAK KEBIJAKAN

SEKSI
POTENSI SEKTOR
INDUSTRI

SEKSI
DAMPAK KEBIJAKAN
PERPAJAKAN

SEKSI
POTENSI SEKTOR
PERDAGANGAN

SEKSI
DAMPAK KONDISI MAKRO|
EKONOMI

SEKSI

| POTENSI SEKTOR JASA

SEKSI
DAMPAK KEBIJAKAN
UMUM

SUBDIREKTORAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DAN PEMANTAUAN

SUBDIREKTORAT
ADMINISTRASI DAN
EVALUASI PENERIMAAN

SEKSI

M  KEPATUHAN WAJIB

PAJAK SEKTOR INDUSTRI

SEKSI
PEMBUKUAN DAN
REKONSILIASI |

SEKSI KEPATUHAN

M WAJIB PAJAK SEKTOR

PERDAGANGAN

SEKSI
PEMBUKUAN DAN
REKONSILIASI |1

SEKSI

M  KEPATUHAN WAJIB

PAJAK SEKTOR JASA

SEKSI
STATISTIK DAN
PRAKIRAAN
PENERIMAAN

SEKSI

— PEMANTAUAN

PEMANFAATAN DATA

SEKSI

| EVALUASI PENERIMAAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT

PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN
TATA USAHA

LAMPIRAN 1V - 10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

SUBDIREKTORAT
PENYULUHAN PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
PELAYANAN PERPAJAKAN

SEKSI
MATERI PENYULUHAN

SEKSI
I BIMBINGAN TENAGA
PENYULUH

SEKSI
— DUKUNGAN
PENYULUHAN

SEKSI
‘— DOKUMENTASI DAN
PERPUSTAKAAN

SEKSI

— PELAYANAN

PENGADUAN

SEKSI

— DUKUNGAN PELAYANAN

DAN KONSULTASI

SEKSI

I PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN

SEKSI

‘—| PEMUTAKHIRAN TAX

KNOWLEDGE BASED

SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN MASYARAKAT
PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
KERJASAMA DAN
KEMITRAAN

SEKSI
HUBUNGAN INTERNAL

SEKSI
KERJASAMA
DALAM NEGERI

SEKSI

|| HUBUNGAN EKSTERNAL

SEKSI
KERJASAMA
LUAR NEGERI

SEKSI

|| PENGELOLAAN BERITA

SEKSI
KEMITRAAN
WAJIB PAJAK

SEKSI
PENGELOLAAN SITUS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

DIREKTORAT

TEKNOLOGI INFORMASI

PERPAJAKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
| |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PELAiiElill\'lqglgll—E%igerNAL PENDUKUNG PEMANTAUAN SISTEM DAN
OPERASIONAL INFRASTRUKTUR
| | |
SEKSI
SEKSI
SEKSI PEMANTAUAN
B PEL/—};,";\(I\)IQI':IA'?ISSITEM BIMBINGAN SISTEM KONFIGURASI DAN
KAPASITAS
SEKSI PEMANTAUAN
SEKSI SEKSI
— PELAYANAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA — ﬁigllvll\léNAANNKsOl?\/lTUEl\';/IIKDAg’\II
DAN REGISTRASI TAMPILAN
DATA
SEKSI SEKSI SEKSI
— PELAYANAN DUKUNGAN PERTUKARAN DATA I PEMANTAUAN BASIS
TEKNIS ELEKTRONIK DATA
SEKSI PEN(?IIEELKOsll_AAN PEM,SAIIE\II;SAIUAN
T PEll(_gl\Y/l/[\J'\lij?lL\lAJSAlgESAAN INTRANET DAN | PENGOLAHAN DATA DAN
INTERNET DOKUMEN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN 1V - 11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INCONESIA

BAGAN ORGANISASI

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR

DIREKTORAT

KEPATUHAN INTERNAL DAN
TRANSFORMASI SUMBER DAYA

APARATUR

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
KEPATUHAN INTERNAL

— ]

SUBDIREKTORAT
INVESTIGASI INTERNAL

SEKSI
— INTERNALISASI
KEPATUHAN

|| SEKSI
PENGUJIAN KEPATUHAN

SEKSI
PENJAMINAN KUALITAS

— ]

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI
ORGANISASI

|| SEKSI
INVESTIGAS! INTERNAL |

— ]

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SEKSI
PERENCANAAN
STRATEGIS

|| SEKSI
INVESTIGAS! INTERNAL Il

SEKSI
PENGEMBANGAN DESAIN
KELEMBAGAAN

SEKSI
EVALUASI TEMUAN
PEMERIKSAAN
EKSTERNAL

SEKSI
EVALUASI
IMPLEMENTASI DESAIN
KELEMBAGAAN

SEKSI
PENGEMBANGAN SISTEM
MUTASI, PROMOSI, DAN
KOMPENSASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN
MANAJEMEN PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN KAPASITAS PEGAWAI
SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN I ANALISIS KOMPETENSI
KLASIFIKAS| JABATAN PEGAWAI
SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN SISTEM L{  PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA KAPASITAS PEGAWAI

LAMPIRAN IV - 12

KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



LAMPIRAN [V - 13
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

DIREKTORAT
TRANSFORMASI TEKNOLOGI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI

SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEN é:;gﬁiﬁ?ig;ms'
SISTEM INFORMASI PERANGKAT KERAS
I I I
SEKSI SEKSI SEKSI
| | PERANCANGAN SISTEM PENGEMBANGAN || PENGEMBANGAN
DAN PROSEDUR KONFIGURASI BASIS APLIKAS] PERPAJAKAN
PERPAJAKAN DATA
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
| ANADLS\"SK';gEgﬁ:SRAS' ] JARINGAN KOMUNIKASI APLIKASI INFORMASI
DATA GEOGRAFIS
SEKSI
SEKSI SEKSI
L ANALISIS JARINGAN PENGELOLAAN BASIS [ | PENGEMBANGAN
KOMUNIKAS| DATA DATA APLIKASI INFORMASI| DAN
PELAPORAN
SEKSI SEKSI SEKSI
| EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN DATA L PENYUSUNAN PROSEDUR)
INFORMASI SPASIAL OPERASIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN 1V - 14

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REFPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS

DIREKTORAT

TRANSFORMASI PROSES BISNIS

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PENYULUHAN

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PELAYANAN

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PENEGAKAN
HUKUM

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
EKSTENSIFIKASI DAN
PENILAIAN

SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN
TRANSFORMASI

]

SEKSI
— PENGEMBANGAN
PENYULUHAN |

SEKSI
— PENGEMBANGAN
PENYULUHAN II

]

SEKSI
— PENGEMBANGAN
PELAYANAN |

SEKSI

— PENGEMBANGAN
PELAYANAN I

]

]

SEKSI
— PENGEMBANGAN
PENEGAKAN HUKUM |

SEKSI
PENGEMBANGAN
EKSTENSIFIKASI

SEKSI

— PENGEMBANGAN
PENEGAKAN HUKUM II

SEKSI
PENGEMBANGAN PEMETAAN
DAN PENILAIAN

]

SEKSI
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN

SEKSI
MANAJEMEN PROSES DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PENJAMINAN KUALITAS
PENGEMBANGAN




LAMPIRAN V -1
KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

ORemiI:g DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
I I I T T : | |
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
TEKI\?IEEEE??QZNAN FASIL:DTll?g ﬁ;giQEANAN DIREETKzRAT PENINDAKAN DAN DIR,EETD(I)TRAT KEPABEANAN PENERIMAAN DAN PERATURAN INFORMAS| KEPABEANAN DAN
PENYIDIKAN INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI CUKAI
] — 1 R | T —

SUBDIREKTORAT
IMPOR

SUBDIREKTORAT
PEMBEBASAN

SUBDIREKTORAT
CUKAI HASIL TEMBAKAU

SUBDIREKTORAT
INTELIJEN

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA —
MULTILATERAL

SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN RISIKO

SUBDIREKTORAT
EKSPOR

| | SUBDIREKTORAT
FASILITAS PERTAMBANGAN

SUBDIREKTORAT
ANEKA CUKAI

SUBDIREKTORAT
PENINDAKAN

SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN AUDIT

KERJA SAMA BILATERAL

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN BANTUAN
HUKUM

SUBDIREKTORAT
REGISTRASI KEPABEANAN

SUBDIREKTORAT
KLASIFIKASI BARANG

SUBDIREKTORAT
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN
EKSPOR DAN TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT

SUBDIREKTORAT
PITA CUKAI DAN TANDA
PELUNASAN CUKAI LAINNYA|

SUBDIREKTORAT
NARKOTIKA

SUBDIREKTORAT
EVALUASI AUDIT

KERJA SAMA REGIONAL

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PENYULUHAN

SUBDIREKTORAT
M OTOMASI SISTEM DAN
PROSEDUR

SUBDIREKTORAT
NILAI PABEAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT
SARANA OPERASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

|| KEBERATAN DAN BANDING

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM
DAN SARANA OTOMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN DATA DAN
PELAYANAN INFORMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN V -2

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN
— 1 — 1 — 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
g;giﬁlesl:gll = PENGEMBANGAN = PENYUSUNAN
PEGAWAI ANGGARAN
] SUBBAGIAN ] SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA LAKSANA | MUTASI KEPEGAWAIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
= TA?X?_E:;EKI\,I\‘A " I PEMBERHENTIAN DAN = AKUNTANSI DAN
PEMENSIUNAN PEGAWAI PELAPORAN
SUBBAGIAN
|| PENGEMBANGAN SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
PROFESI KEPABEANAN UMUM KEPEGAWAIAN GAJI
DAN CUKAI

BAGIAN BAGIAN
PERLENGKAPAN UMUM
N —
SUBBAGIAN
B F?ELJ,\?(E:S,QNN — TATA USAHA DAN
KEARSIPAN
SUBBAGIAN
L {  PENYIMPANAN DAN RUSI\/lIJfl-IB:?"EII\jA(;\‘GA
DISTRIBUSI
SUBBAGIAN
L1 INVENTARISASI DAN KEggff:TGé/F:/l:lAN
PENGHAPUSAN
SUBBAGIAN
L | TATA USAHA DIREKTUR
JENDERAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



LAMPIRAN V-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
DIREKTORAT
TEKNIS KEPABEANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ [ [ |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
IMPOR EKSPOR KLASIFIKASI BARANG NILAI PABEAN
7 7 7 7
] SEKSI ] SEKSI ] SEKSI ] SEKSI
IMPOR | EKSPOR | KLASIFIKASI | NILAI PABEAN |
] SEKSI ] SEKSI ] SEKSI ] SEKSI
IMPOR I EKSPOR I KLASIFIKASI I NILAI PABEAN I
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
—|  PENANGGUHAN BEA ] EKSPOR Il N KLASIFIKASI Il N NILAI PABEAN III
MASUK
SEKSI
TEMPAT PENIMBUNAN | SEKSI | SEKSI
SEMENTARA DAN TEMPAT KLASIFIKASI IV NILAI PABEAN IV
PENIMBUNAN PABEAN
[ T 1 [ T 1

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN V -4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUELIK INDOMNESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
DIREKTORAT
FASILITAS KEPABEANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN
PEMBEBASAN FASILITAS PERTAMBANGAN EKSPOR DAN TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT
] ] ]
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBEBASAN | — FASILITAS MINYAK DAN — KEMUDAHAN IMPOR
GAS BUMI TUJUAN EKSPOR
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBEBASAN I — FASILITAS ANEKA — TEMPAT PENIMBUNAN
TAMBANG BERIKAT |
SEKSI
SEKSI
— TEMPAT PENIMBUNAN
PEMBEBASAN Il BERIKAT I
SEKSI
PEMBEBASAN |V
[ T 1 [ T 1
] KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL
[ T T[T 11




LAMPIRAN V -5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT CUKAI
DIREKTORAT
CUKAI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PITi%BUDKIEIEDK-AI-I(\?I?I'ﬁ\LDA
CUKAI HASIL TEMBAKAU ANEKA CUKAI PELUNASAN CUKAI LAINNYA
| I |
SEKSI
SEKSI L SEKSI | | PENYEDIAAN PITA CUKAI
CUKAI HASIL TEMBAKAU | ANEKA CUKAI | DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI LAINNYA
SEKSI PENYIMPANAN
SEKSI | SEKSI | | DAN PENDISTRIBUSIAN PITA
CUKAI HASIL TEMBAKAU I ANEKA CUKAI I CUKAI DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI LAINNYA
SEKSI
L SEKSI || SEKSI L_| PENGEMBALIAN PITA CUKAI
CUKAI HASIL TEMBAKAU il ANEKA CUKAI 1l DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI LAINNYA
[ 1 1 [ 1 1

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL | |




LAMPIRAN V -6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
DIREKTORAT
PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I [ [ |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INTELIJEN PENINDAKAN NARKOTIKA PENYIDIKAN SARANA OPERASI
A A A A A
N SEKSI N SEKSI N ARK%ETTE/L DAN N SEKSI N SEKSI
INTELIJEN | PENINDAKAN | BSIKOTROPIKA PENYIDIKAN | SARANA OPERASI |
N SEKSI N SEKSI SEKSI N SEKSI N SEKSI
INTELIJEN II PENINDAKAN I PREKURSOR PENYIDIKAN I SARANA OPERASI I
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— — DUKUNGAN OPERASI — BARANG HASIL —
INTELIJEN I1I PENINDAKAN il NARKOTIKA DENINDAKAN SARANA OPERASI Il
SEKSI
SEKSI
L PANGKALAN DATA —
INTELLIEN TEMPAT TAHANAN
[T 1T [T 1T

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




\=

\

I

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AUDIT

DIREKTORAT
AUDIT

LAMPIRAN V -7

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT
EVALUASI AUDIT

SEKSI
PERENCANAAN AUDIT |

SEKSI
PERENCANAAN AUDIT I

|| SEKSI
PERENCANAAN AUDIT III

SEKSI
PELAKSANAAN AUDIT |

| EVALUASI HASIL AUDIT |

SEKSI

SEKSI
PELAKSANAAN AUDIT I

|| EVALUASI HASIL AUDIT I

SEKSI

SEKSI

| EVALUASI HASIL AUDIT 1lI

SEKSI

PELAKSANAAN AUDIT Il

] KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN V -8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL
DIREKTORAT
KEPABEANAN INTERNASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA KERJA SAMA KERJA SAMA
MULTILATERAL BILATERAL REGIONAL
| | |
SEKSI SEKSI SEKSI
KERJA SAMA KERJA SAMA — KERJA SAMA
MULTILATERAL | BILATERAL | REGIONAL |
SEKSI SEKSI SEKSI
KERJA SAMA KERJA SAMA — KERJA SAMA
MULTILATERAL 1 BILATERAL I REGIONAL 11
SEKSI SEKSI SEKSI
KERJA SAMA KERJA SAMA — KERJA SAMA
MULTILATERAL 1lI BILATERAL 1l REGIONAL I
[ 1 1 [ 1 1

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL [ |




LAMPIRAN V -9
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTORAT
PENERIMAAN DAN PERATURAN
KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SL;I?I’EIDI\IIEEIK,\;II-SAR'\?T PERATURAN DAN BANTUAN HUBUNGAN MASYARAKAT KEBESRIIAI?I'I,DAINREDIXI-\IOS:I;I—DING
HUKUM DAN PENYULUHAN
I I I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMANTAUAN — PERATURAN — — KEBERATAN DAN
PENERIMAAN KEPABEANAN HUBUNGAN MASYARAKAT BANDING |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENAGIHAN DAN — PERATURAN CUKAI DAN — PENYULUHAN DAN — KEBERATAN DAN
PENGEMBALIAN PERATURAN LAINNYA LAYANAN INFORMASI BANDING Il
SEKSI
SEKSI
—|  KepaBEANAN AN —|  PUBLKASIDA
CUKAI DOKUMENTASI
[ T 1 [ T 1

KELOMPOK ]
JABATAN FUNGSIONAL ||




LAMPIRAN V - 10
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUELIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTORAT
INFORMASI KEPABEANAN DAN
CUKAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
M,SALIiIBA?IIEF\I)\/IIE:IJI-CI;II:ZS'T;O REGIzgiigiéLigé;NAN OTOMASI SISTEM DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN
PROSEDUR DAN SARANA OTOMASI PELAYANAN INFORMASI
I I I I I
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI OTOMASI SISTEM DAN SEKSI
— REGISTRASI — PERENCANAAN SISTEM DAN
PEMANTAUAN RISIKO KEPABEANAN | PROSEDEl|J<§|:I>'\éF|;OR DAN SARANA OTOMASI PENGELOLAAN DATA
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— REGISTRASI OTOMASI SISTEM DAN
PENGENDALIAN RISIKO KEPABEANAN II PROSEDUR CUKAI PEMELIHARAAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI
SEKSI SEKSI SEKSI
— REGISTRASI OTOMASI SISTEM — PEMELIHARAAN SARANA
KEPABEANAN I PENYAJIAN DATA OTOMASI
SEKSI
OTOMASI SISTEM
ADMINISTRASI

KELOMPOK |
JABATAN FUNGSIONAL [ |




PERATURAN MENTERI
TENTANG  ORGANISASI
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAM
REPUBLIK INDDMNESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

LAMPIRAN VI -1

KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN ADMINISTRAS! PENGEMBANGAN KEB@S’\LE'\LN E:f,\%/:;‘
TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN PEGAWAI
[ [ [ [ [ [ |
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN AKUNT, Az's'j ED';T,\?PRQLT PORAN DIREKTORAT TSL'?\FSTOORRMA;SI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENGELOLAAN KAS NEGARA | | SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEUANGAN BADAN SISTEM PERBENDAHARAAN
KEUANGAN PERBENDAHARAAN
LAYANAN UMUM
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ggsﬂ%ﬂfﬁgﬁ; SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT = Aflgﬁggﬁgfﬁgs&
H oAt oA o o is| [ PERENCANAAN DAN | VERIFIKASI, SETELMEN, L{  STANDAR AKUNTANSI | { PERATURAN DAN PEMBINAAN |

PENGENDALIAN KAS

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

STANDARDISASI TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM

PEMERINTAHAN

PERBENDAHARAAN |

BISNIS INTERNAL DAN
ORGANISASI

SUBDIREKTORAT
1 PELAKSANAAN
ANGGARAN |

SUBDIREKTORAT
1 REKENING KAS UMUM
NEGARA

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN,
KELEMBAGAAN, DAN
EVALUASI

SUBDIREKTORAT
TARIF, REMUNERASI, DAN
INFORMASI BADAN LAYANAN
UMUM

SUBDIREKTORAT
SISTEM AKUNTANSI

SUBDIREKTORAT
— PERATURAN DAN PEMBINAAN
PERBENDAHARAAN I

SUBDIREKTORAT

BISNIS EKSTERNAL

TRANSFORMASI PROSES

SUBDIREKTORAT
— PELAKSANAAN
ANGGARAN I

SUBDIREKTORAT
REKENING KAS NEGARA

SUBDIREKTORAT
HUKUM DAN KEPATUHAN

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM |

SUBDIREKTORAT
BIMBINGAN AKUNTANSI
INSTANSI

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN APLIKASI

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI TEKNOLO!
INFORMASI

Gl

SUBDIREKTORAT
— PELAKSANAAN
ANGGARAN Il

SUBDIREKTORAT
REKENING PINJAMAN DAN
HIBAH

SUBDIREKTORAT
— PINJAMAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM Il

SUBDIREKTORAT
— AKUNTANSI KAS UMUM
NEGARA

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN BASIS DATA
DAN DUKUNGAN TEKNOLOGI
INFORMASI

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI SISTEM
APLIKASI

SUBDIREKTORAT
— PELAKSANAAN
ANGGARAN IV

SUBDIREKTORAT
REKENING PEMERINTAH
LAINNYA DAN BENDAHARA
INSTANSI

SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN PENERUSAN
PINJAMAN DAN PEMBERIAN

PINJAMAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM Il

SUBDIREKTORAT
KONSOLIDASI DAN
PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PROFESI
DAN PROGRAM PENSIUN

SUBDIREKTORAT

PERBENDAHARAAN

DUKUNGAN TRANSFORMASI

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA

SUBDIREKTORAT
KREDIT PROGRAM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
— STATISTIK DAN ANALISIS
LAPORAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PELAPORAN KEUANGAN

BENDAHARA UMUM NEGARA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN VI -2
KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN
MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
| | | |
OR Gfﬁ\gﬁg DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA LAKSANA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI KEUANGAN UMUM
| SUBBAGIAN | ANALISI SL&%?AAF%QNSI DAN | SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ORGANISASI K INERJA PEGAWAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI PERSURATAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
B TAS‘IL'JAB E:ESIQNNA MUTAEIUKBEBSSéiTNAIAN | PENGELOLAAN PROGRAM B PERSBLéﬁBDiGHI:\RNAAN B PROTOKOL DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERJALANAN DINAS
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L1 PENGEMBANGAN KINERJA L1 PENEGAKAN DISIPLIN DAN L | PENGELOLAAN BASIS DATA DAN AKUNTANS! DAN PELAPORAN | [ PENGADAAN DAN RUMAH
DAN PELAPORAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI SARANA PENGEMBANGAN TANGGA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
N EVA"UASI'DmS}l'I‘NPEExER'KSAAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN N PERLENGKAPAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN VI -3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PEMBINAAN DAN
DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN | PELAKSANAAN ANGGARAN Il PELAKSANAAN ANGGARAN llI PELAKSANAAN ANGGARAN IV PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENGELOLAAN DATA PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN - PELAKSANAAN — PEMBINAAN PENGELOLA
ANGGARAN ANGGARAN I-A ANGGARAN II-A ANGGARAN lII-A ANGGARAN IV-A KEUANGAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN - PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN [-B ANGGARAN II-B ANGGARAN lII-B ANGGARAN IV-B
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENGELOLAAN KINERJA DAN PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN = PELAKSANAAN — PENGEMBANGAN
MANAJEMEN RISIKO ANGGARAN I-C ANGGARAN II-C ANGGARAN IlI-C ANGGARAN IV-C PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI DUKUNGAN
— BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN —  PENYELESAIAN KERUGIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN I-D ANGGARAN II-D ANGGARAN lII-D ANGGARAN IV-D NEGARA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN VI -4
KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS NEGARA
SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN

SUBDIREKTORAT
REKENING KAS UMUM NEGARA

SUBDIREKTORAT
REKENING KAS NEGARA

SUBDIREKTORAT
REKENING PINJAMAN

SUBDIREKTORAT
REKENING PEMERINTAH
LAINNYA DAN BENDAHARA

SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA

PENGENDALIAN KAS DAN HIBAH INSTANSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENATAUSAHAAN EEEIMNG PEMERINTAH SEKSI
— EVALUASI DAN I REKENING PINJAMAN DAN | LAINNYA SUMBER DAYA ALaM DAN Non | ] REKONSILIASI PENERIMAAN
PERENCANAAN KAS DUKUNGAN TEKNIS BANK OPERASIONAL HIBAH BANK DUNIA SUMBER DAYA ALAM NEGARA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| | PENYUSUNAN STRATEGI SETELMEN TRANSAKSI SEKSI | | REKENING PINJAMAN | | PENATAUSAHAAN REKENING PENGEMBALIAN, EVALUASI
PENGELOLAAN KAS DAN REKENING KAS BANK/POS PERSEPSI DAN HIBAH BANK LAINNYA MILIK DAN PELAPORAN
PENYEDIAAN DANA UMUM NEGARA PEMBANGUNAN ASIA KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMAAN NEGARA
SEKSI SEKSI
SEKSI PENATAUSAHAAN PERHITUNGAN FIHAK SEKSI SEKSI SEKSI

OPTIMALISASI KAS

REKENING KAS
UMUM NEGARA

KETIGA DAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN

H REKENING PINJAMAN DAN
HIBAH LAINNYA

— PENATAUSAHAAN REKENING
BENDAHARA INSTANSI

' VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
PENERIMAAN NEGARA

SEKSI
PENGENDALIAN KAS

SEKSI

AKUNTANSI DAN
PELAPORAN REKENING
KAS UMUM NEGARA

SEKSI
PELAPORAN DAN BIMBINGAN

KUASA BENDAHARA UMUM
NEGARA DI DAERAH

SEKSI

AKUNTANSI DAN
PELAPORAN REKENING
PINJAMAN DAN HIBAH

SEKSI

PELAPORAN REKENING
PEMERINTAH LAINNYA DAN
BENDAHARA INSTANSI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN VI -5
KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
DIREKTORAT
SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ I I [ [ ]
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
VERIFIKASI, SETELMEN, PERENCANAAN, SUBDIREKTORAT PINJAMAN BADAN USAHA PELAKSANAAN PENERUSAN SUBDIREKTORAT
AKUNTANSI, DAN KELEMBAGAAN, DAN HUKUM DAN KEPATUHAN MILIK NEGARA PINJAMAN DAN PEMBERIAN KREDIT PROGRAM
PELAPORAN EVALUASI PINJAMAN DAERAH
| 0000 1 0000 1 0000 1
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI PELAKSANAAN PENERUSAN SEKSI
VERIFIKASI PERENCANAAN PERATURAN PINJAMAN BADAN USAHA PINJAMAN DAN PEMBERIAN KREDIT PROGRAM |
MILIK NEGARA | T PINJAMAN DAERAH | T
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI PELAKSANAAN PENERUSAN SEKSI
SETELMEN | KELEMBAGAAN PERJANJIAN | PINJAMAN BADAN USAHA PINJAMAN DAN PEMBERIAN KREDIT PROGRAM I
MILIK NEGARA II ] PINJAMAN DAERAH II ]
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI PELAKSANAAN PENERUSAN SEKSI
SETELMEN II EVALUASI PERJANJIAN II PINJAMAN BADAN USAHA PINJAMAN DAN PEMBERIAN KREDIT PROGRAM Ili
MILIK NEGARA I T PINJAMAN DAERAH Ill T
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI PELAKSANAAN PENERUSAN SEKSI
AKUNTANSI DAN L — PINJAMAN BADAN USAHA
PINJAMAN DAN PEMBERIAN
PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN MILIK NEGARA [V || P AMAN DAL 1V | | KREDIT PROGRAM IV
[ 11 [ 11

KELOMPOK ]
[ JABATAN FUNGSIONAL [




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI

PERATURAN MENTERI

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN
STANDARDISASI TEKNIS

SUBDIREKTORAT
TARIF, REMUNERASI, DAN
INFORMASI BADAN

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

PERATURAN DAN
STANDARDISASI BADAN
LAYANAN UMUM I

REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM

| | PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I-B

SEKSI
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

SEKSI

INFORMASI BADAN
LAYANAN UMUM

SEKSI

|_| PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I-C

BADAN LAYANAN UMUM LAYANAN UMUM UMUM | UMuM Il UMUM Il
SEKSI SEKS SEKSI SEKSI SEKSI
|| PERATURAN DAN || TARIF BADAN LAYANAN | | PEMBINAAN PENGELOLAAN | | PEMBINAAN PENGELOLAAN | | | PEMBINAAN PENGELOLAAN
STANDARDISAS| BADAN UMUM KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
LAYANAN UMUM | LAYANAN UMUM I-A LAYANAN UMUM II-A UMUM III-A
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

| | PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM lI-B

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM lII-B

SEKSI

|_| PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II-C

SEKSI
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM I1II-C

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN VI -6
KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



LAMPIRAN VI -7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ [ [ [ [ |
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KONSOLIDASI DAN PELAPORAN SUBDIREKTORAT
STANDAR AKUNTANSI SISTEM ARUNTANS| BIMBINGAN AKUNTANSI AKUNTANS, RAG UMM NEGARA e STATISTIK DAN ANALISIS
PEMERINTAHAN INSTANSI DEMER A BUSAT LAPORAN KEUANGAN
[ 1 1 1 1 1
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI KONSOLIDASI DAN METODOLOGI DAN
DUK:TI\IA?\]AD’\/L;EAT(%Z'\#%QFAN ™| SISTEM AKUNTANSI PUSAT | [ B'MB”\IlﬁgﬁA’?\lg"l\'TANs' B AKUNTANSI KAS ™| PELAPORAN REALISASI B PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN STATISTIK
SEKSI DUKUNGAN
SEKSI SEKSI SEKSI
IMPLEMENTASI STANDAR SEKSI SEKSI
- | BIMBINGAN AKUNTANSI - - KONSOLIDASI DAN | PELAPORAN MANAJERIAL
AKUNTANSI LINGKUNGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI AKUNTANSI UMUM
o ERINTAN PUSAT INSTANSI Il PELAPORAN NERACA PERBENDAHARAAN
SEKSI DUKUNGAN SEKS|
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
IMPLEMENTASI STANDAR | | | SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN | | | g;\1BINGAN AKUNTANSI L | MANAJEMEN DATA KAS - KONSOLIDASI DAN | ANALISIS LAPORAN
AKUNTANSI LINGKUNGAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN INSTANSI Il UMUM NEGARA PELAPORAN KAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN UNIT KHUSUS
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ks
FASILITASI KOMITE STANDAR | L{ PENGELOLAAN BAGAN AKUN | L  BIMBINGAN AKUNTANSI | BIMBINGAN AKUNTANSI L] PENYUSUNAN LAPORAN NFORMAS! AN PUBLIKAS|
AKUNTANS| PEMERINTAHAN STANDAR INSTANSI IV REGIONAL KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT

SISTEM PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

|
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN PERATURAN DAN SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BASIS DENGEMBANGAN PROLES! DAN
PEMBINAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN APLIKASI DATA DAN DUKUNGAN o OGRAM PENSIUN

PERBENDAHARAAN | PERBENDAHARAAN i TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI PERATURAN DAN SEKSI PERATURAN DAN SEKSI SEKSI PEEESE"JBE:‘,%:NJ'?A\‘B?;QN

PEMBINAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN H PENGELOLAANBASIS | H s o A
PERBENDAHARAAN I-A PERBENDAHARAAN II-A APLIKASI A DATA e RBENDAHARAAN
SEKSI PERATURAN DAN SEKSI PERATURAN DAN SEKSI SEKSI IMPLEMENTASI DAN

SEKSI PEMBINAAN JABATAN

PEMBINAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN ANALISIS DATA FUNGSIONAL PENGELOLA
PERBENDAHARAAN |-B PERBENDAHARAAN II-B APLIKASI B D RBENDAHARAAN
SEKSI PERATURAN DAN SEKSI PERATURAN DAN SEKSI SEKS| SEKS|

PEMBINAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN
PERBENDAHARAAN I-C PERBENDAHARAAN II-C APLIKASI C KOMUNIKASI DATA PROGRAM PENSIUN

SEKSI

SEKSI PERATURAN DAN SEKSI PERATURAN DAN SEKSI UKUNGAN TEKNIS

PEMBINAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN H R ANGK AT KEEAS DAN
PERBENDAHARAAN I-D PERBENDAHARAAN II-D APLIKASI D ONAR

[TTTTITTTTTTT
[| KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

LAMPIRAN VI -8

KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT
TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

LAMPIRAN VI -9
KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI PROSES

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

BISNIS INTERNAL II

BISNIS EKSTERNAL Il

PERANGKAT LUNAK

SISTEM APLIKASI Il

VERIFIKASI PENDANAAN

BISNIS INTERNAL DAN TRANSFORMASI| PROSES TRANSFORMASI TRANSFORMASI SISTEM DUKUNGAN TRANSFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI BISNIS EKSTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI APLIKASI PERBENDAHARAAN BENDAHARA UMUM NEGARA

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERESI\IECKASI\IIAAN SEKSI
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LAMPIRAN VIII - 5

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH

DIREKTORAT
PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS
DAERAH

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
P?;’JiDN'IiEKJEERRA:H S#I';iEE}Z\TEORiﬁT PEMBIAYAAN PENATAAN INVESTASI DAN KAPASITAS PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN
DAERAH KEUANGAN DAERAH DAERAH
I I I I I
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— — PEMBIAYAAN PENATAAN — — PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH | HIBAH DAERAH | DAERAH | INVESTASI DAERAH | PEMBIAYAAN DAERAH |
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— — PEMBIAYAAN PENATAAN — — PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH I HIBAH DAERAH Il DAERAH Il INVESTASI DAERAH I PEMBIAYAAN DAERAH Il
SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI
— — PEMBIAYAAN PENATAAN —  KAPASITAS KEUANGAN — PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH il HIBAR DAERAH I DAERAH Il DAERAH | PEMBIAYAAN DAERAH Il
SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI
L L PEMBIAYAAN PENATAAN L KAPASITAS KEUANGAN — PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH IV HIBAH DAERAH 1V DAERAH IV DAERAH I PEMBIAYAAN DAERAH IV

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

DIREKTORAT

EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI
KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN VIII - 6
KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ [ [ |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
EVALUASI DANA EVALUASI DANA AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBDIREKTORAT INFORMASI DAN DUKUNGAN
DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI DAN TRANSEER KE DAERAN DATA KEUANGAN DAERAH TEKNIS
PEREKONOMIAN DAERAH TUGAS PEMBANTUAN
I | I I | I I |
SEKSI ey ALii‘;ﬂj ANA SEKSI SEKSI SEKSI
|| EVALUASI PENDAPATAN KON T e aAS || AKUNTANSI DAN PELAPORAN | DATA KEUANGAN || PENGEMBANGAN APLIKASI
DAERAH | KEUANGAN | DAERAH | DAN PROGRAM
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI EVALUASI DANA SEKSI
EVALUASI BELANJA DAERAH | DEKONSENTRASI DAN TUGAS | AKUNTANSI DAN PELAPORAN ] DATA KEUANGAN PENGELOLAAN BASIS DATA
KEUANGAN Il DAERAH Il
PEMBANTUAN i
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
EVALUASI PEMBIAYAAN EVALUASI DANA SEKSI
DAERAH DAN DEFISIT DEKONSENTRASI DAN TUGAS AKUNTAKNESL'J ESgAiEﬁﬁPORAN DATD’ZEFEQXQNSAN DUKUNGAN TEKNIS
ANGGARAN DAERAH PEMBANTUAN Il
SEKSI ey ALii‘;ﬂj ANA SEKSI SEKSI SEKSI
EVALUASI PEREKONOMIAN DEKONS T DA aas KONSOLIDASI PELAPORAN L] DATA KEUANGAN PELAPORAN DAN LAYANAN
DAERAH s oy KEUANGAN DAERAH IV INFORMASI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INCONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IX-1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

BAGIAN
ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN
KEUANGAN

BAGIAN
TEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN
KEPATUHAN INTERNAL

BAGIAN
UMUM

SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH I

PENGEMBANGAN PASAR SURAT
UTANG NEGARA

PENGEMBANGAN PASAR SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

PORTOFOLIO DAN RISIKO
UTANG

DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
STRATEGI DAN PORTOFOLIO EVALUASI, AKUNTANSI, DAN
PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UTANG NEGARA PEMBIAYAAN SYARIAH UTANG SETELMEN
N | N | N
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT | | TRANSAKSI DAN PENGELOLAAN SUBDIREKTORAT | PERENEXE&TEE&?\IRQ’TRATEGI SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH | PORTOFOLIO SURAT UTANG PENGELOLAAN TRANSAKSI MONITORING DAN EVALUASI
NEGARA UTANG
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

|| ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI

SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH Il

SUBDIREKTORAT
ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR
SURAT UTANG NEGARA

| | ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR

SUBDIREKTORAT

SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA

SUBDIREKTORAT
KEWAJIBAN KONTINJENSI

SUBDIREKTORAT
SETELMEN TRANSAKSI

SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH IV

SUBDIREKTORAT
PERATURAN SURAT UTANG
NEGARA DAN KEBIJAKAN
OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN KEBIJAKAN
OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT
RISET PENGELOLAAN UTANG

SUBDIREKTORAT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN X -2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
I [ [ |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KEPATUHAN INTERNAL UMUM
| | | | |
|| SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERAI\?SEI\I?GAZI\IASISTEM SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ORGANISASI PENYUSUNAN ANGGARAN TEKNOLOGI INFORMASI KEPATUHAN INTERNAL | TATA USAHA
|| SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGSELI‘:/IBELB:I\IG(_I;AANN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA LAKSANA PERBENDAHARAAN IMPLEMENTASI SISTEM | KEPATUHAN INTERNAL I RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGSELI‘:/IBELB:I\IG(_I;AANN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI AKUNTANSI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SISTEM I PENGELOLAAN KINERJA GAJI
SUBBAGIAN OPERASSLIJSEIQCL;‘IIT\ANYANAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TEKNOLOGI INFORMASI HARMONISASI PERATURAN PERLENGKAPAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN IX -3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH
DIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH I PINJAMAN DAN HIBAH 1| PINJAMAN DAN HIBAH IV
I I I I
| SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI
PINJAMAN DAN HIBAH IA PINJAMAN DAN HIBAH IIA PINJAMAN DAN HIBAH IIIA PINJAMAN DAN HIBAH IVA
| SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI
PINJAMAN DAN HIBAH IB PINJAMAN DAN HIBAH 1B PINJAMAN DAN HIBAH IIIB PINJAMAN DAN HIBAH IVB
| SEKSI | SEKSI | SEKSI | SEKSI
PINJAMAN DAN HIBAH IC PINJAMAN DAN HIBAH IIC PINJAMAN DAN HIBAH IIIC PINJAMAN DAN HIBAH IVC
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
L L~ PERENCANAAN DAN L L
PINJAMAN DAN HIBAH ID EVALUAS! KINERJA PINJAMAN DAN HIBAH IIID PINJAMAN DAN HIBAH IVD
[ T 1 [ T 1

KELOMPOK ]
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN IX -4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA

DIREKTORAT
SURAT UTANG NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

[ | | |
SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN PORTOFOLIO PENGEMBANGAN PASAR ANALISIS KEUANGAN DAN PE,\‘REAGT :g:g E#EC;LLL’JTAAS'}'G
SURAT UTANG NEGARA SURAT UTANG NEGARA PASAR SURAT UTANG NEGARA KINERJA
| I | I |
SEKSI
SEKSI SEKSI
INFRASTRUKTUR TRANSAKSI SEKSI
eI autove HUBUNGAR KeLEMBAGAAN ANALISIS KEUANGAN DAN PERATURAN SURAT UTANG
FISKAL NEGARA
DERIVATIE
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
|| PELAKSANAAN TRANSAKSI | || PENGEMBANGAN | | ANALISIS PASAR SURAT || PERENGANAAN DAN
SURAT UTANG NEGARA DAN INSTRUMEN DAN BASIS TANG NEGARA RS KNERIA
DERIVATIE | INVESTOR
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
- STF;:;%’?%@NNTEF&'\;SAAS?:\I L PELAYANAN PUBLIK L1 ANALISIS PASAR UANG DAN | L— EVALUASI PELAKSANAAN
S DAN HUBUNGAN INVESTOR DERIVATIE TRANSAKSI

KELOMPOK |
JABATAN FUNGSIONAL ||




TENTANG  ORGANISASI
KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH
DIREKTORAT
PEMBIAYAAN SYARIAH
SUBBAGIAN
TATA USAHA

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN TRANSAKSI

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PASAR SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

SUBDIREKTORAT
ANALISIS KEUANGAN DAN

PASAR SURAT BERHARGA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN SURAT BERHARGA

SYARIAH NEGARA DAN
SYARIAH NEGARA EVALUASI KINERJA
I I
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI ANALISIS PASAR SURAT
PERENCANAAN TRANSAKSI | [ | PENGEMBANGAN " | BERHARGA SYARIAH | PERATURAN PEMBIAYAAN
INSTRUMEN SYARIAH
NEGARA
SEKS| SEKSI
SEKSI ANALISIS HARGA SURAT SEKSI
PELAKSANAAN TRANSAKSI | PELAYANAN PUBLIK DAN | BERHARGA SYARIAH | DOKUMEN HUKUM
HUBUNGAN INVESTOR
NEGARA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
L PENATAUSAHAAN L{ ANALISIS FISKAL, PASAR
TRANSAKS| HUBUNGAN KELEMBAGAAN

UANG, DAN DERIVATIF

— PERENCANAAN DAN

EVALUASI KINERJA

KELOMPOK |
JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN IX -5
184/PMK.01/2010



LAMPIRAN IX-6

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG
DIREKTORAT
STRATEGI DAN PORTOFOLIO
UTANG
SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN PORTOFOLIO DAN RISIKO KEWAJIBAN KONTINJENSI ANALISIS PENGELOLAAN
STRATEGI UTANG UTANG UTANG
00 1 00 1 1 1
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DAN — PORTOFOLIO DAN RISIKO — RISIKO KEWAJIBAN — ANALISIS MAKRO
STRATEGI PINJAMAN PINJAMAN KONTINJENSI
SEKSI
SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DAN SEKSI
— PORTOFOLIO DAN RISIKO — PEMANTAUAN KEWAJIBAN —
STRATEGI SURAT BERHARGA SURAT UTANG NEGARA KONTINJENSI ANALISIS MIKRO
NEGARA
SEKSI SEKSI PERA?E;?:\I DAN SEKSI
PERENCANAAN PEMBIAYAAN — PORTOFOLIO DAN RISIKO PERJANJIAN KEWAJIBAN — PENGELOLAAN DAN
UTANG PEMBIAYAAN SYARIAH KONTINJENSI PENYAJIAN DATA

SEKSI
— PERENCANAAN DAN
EVALUASI KINERJA

KELOMPOK ]
JABATAN FUNGSIONAL ||




LAMPIRAN IX-7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

DIREKTORAT
EVALUASI, AKUNTANSI, DAN
SETELMEN
SUBBAGIAN
TATA USAHA

oy e
MONITORING DAN EVALUASI VERIEIKASI SETELMEN TRANSAKSI PELAPORAN
I I I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— MONITORING DAN — ADMINISTRASI UTANG DAN — SETELMEN TRANSAKSI — AKUNTANSI PINJAMAN
EVALUASI | HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH | DAN HIBAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— MONITORING DAN — VERIFIKASI PINJAMAN DAN — SETELMEN TRANSAKSI — AKUNTANSI SURAT
EVALUASI 1 HIBAH LUAR NEGERI | PINJAMAN DAN HIBAH I BERHARGA NEGARA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— MONITORING DAN — VERIFIKASI PINJAMAN DAN — SETELMEN TRANSAKSI KONSOLIDAS| DATA
EVALUASI 11l HIBAH LUAR NEGERI Il SURAT UTANG NEGARA
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
VERIFIKASI PINJAMAN DAN SETELMEN TRANSAKSI
Zf/iﬁﬁigz\lﬁﬁ\ll\égfx HIBAH DALAM NEGERI DAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN PENYAJ:?L’J\‘BLL'IA;A?S'TAN DAN
SURAT BERHARGA NEGARA SYARIAH
[ [ 1 [ [ 1
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




MENTER|I KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN X-1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
|
|
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA PERENCANAAN DAN KEPEég(i\j\V’\:\IAN SISTEM INFORMASI BL?I\(IIBJJAN’\\‘
LAKSANA KEUANGAN PENGAWASAN
| | | | | | | |
INSPEKTORAT | INSPEKTORAT I INSPEKTORAT il INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V INSPEKTORAT VI INSPEKTORAT VIl INSPEKTORAT
BIDANG INVESTIGASI
| | suBAGIAN | | suBAGIAN | | suBAGIAN | | suBAGIAN | | suBAGIAN | | suBAGIAN | | suBAGIAN | | suBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
[TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTT] [TTTTTTTTTT
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT [TTTTTTTTTT




PERATURAN MENTERI
TENTANG  ORGANISASI

KEUANGAN NOMOR
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
| | | |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA PERENCANAAN DAN KEP?E/;\BC/;AI\//_\V’\AI\IAN SISTEM INFORMASI BL'?’\;;LIJ'I;\\AN
LAKSANA KEUANGAN PENGAWASAN
1 1 1 1 [
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
H Cs)ggfﬁ%ﬁgl H PERENCANAAN DAN H PENGEI\/?EL:JA?I\?(?SILAIL\IEGAWAI H PENGEMBANGAN SISTEM H TATA USAHA DAN
ANGGARAN DAN APLIKASI KEHUMASAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KETi?EF:KGSIQEAAN PERSBLI;;B\IBDQ(;IAARNAAN H ASSESSMENT DAN MUTASI H PENGELOLAAN BASIS DATA H PROTOKOLER DAN RUMAH
KEPEGAWAIAN INTERNAL TANGGA
i SUBBAGIAN i SUBBAGIAN SUBBAGIAN i PEN(?ILEJLBOBII_AA?;QNDATA SUBBAGIAN
PELAPORAN AKUNTANSI UMUM KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN
EKSTERNAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— EVALUASI DAN TINDAK — PERMINTAAN PEMBAYARAN — JABATAN FUNGSIONAL DAN —
LANJUT DAN PENGGAJIAN EVALUASI KINERJA DUKUNGAN PENGGUNA PENUGASAN PENGAWASAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN X -2
184/PMK.01/2010



LAMPIRAN XI-1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN

FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
BADAN
I
[ I 1 I |
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN KERJASAMA
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM
INTERNASIONAL DAN
ORGANISASI
HUMAS
BIRO BIRO
BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO PENILAIAN KEUANGAN PENILAIAN KEUANGAN BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
PERUNDANG-UNDANGAN RISET DAN TEKNOLOGI PEMERIKSAAN DAN TRANSAKSI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMBIAYAAN DAN
PENGELOLAAN INVESTASI PERUSAHAAN SEKTOR PERUSAHAAN SEKTOR PERASURANSIAN DANA PENSIUN KEPATUHAN INTERNAL
DAN BANTUAN HUKUM INFORMASI PENYIDIKAN LEMBAGA EFEK DAN KETERBUKAAN PENJAMINAN
JASA RIIL
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN PEMERIKSAAN DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENILAIAN BAGIAN BAGIAN
| HUKUM PENGELOLAAN — — — PENILAIAN [— STANDAR AKUNTANSI | |— — KELEMBAGAAN |- KELEMBAGAAN DANA | |
RISET EKONOMI PENYIDIKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN TRANSAKSI| PERUSAHAAN JASA LEMBAGA PEMBIAYAAN KEPATUHAN |
INVESTASI PERUSAHAAN PABRIKAN DAN PEMERIKSAAN PERASURANSIAN PENSIUN
PENGELOLAAN INVESTASI INVESTASI DAN LEMBAGA EFEK KEUANGAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN AKUNTAN, BAGIAN BAGIAN BAGIAN ANALISIS
BAGIAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN PENILAIAN PENILAI, PEMERINGKAT] PENYELENGGARAAN BAGIAN
- HUKUM TRANSAKSI — -  PENGEMBANGAN — PENGAWASAN — — PEMERIKSAAN [ ANALISIS KEUANGAN —
RISET PASAR MODAL PENYIDIKAN TRANSAKSI PERUSAHAAN JASA PERUSAHAAN NON EFEK, DAN WALI PROGRAM DANA KEPATUHAN I1
DAN LEMBAGA EFEK PRODUK INVESTASI LEMBAGA EFEK LEMBAGA PEMBIAYAAN PERASURANSIAN
DAN LEMBAGA EFEK NON KEUANGAN PABRIKAN AMANAT PASAR MODAL PENSIUN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN AGIAN
RISET ASURANSI, DANA PEMERIKSAAN DAN BINA MANAJER PEMANTAUAN PEMANTAUAN PENGEMBANGAN BAGIAN ANALISIS PENYE- BAGIAN
— HUKUM EMITEN DAN — — PENYIDIKAN EMITEN DAN — — KEPATUHAN — [ PEMERIKSAAN DANA —
PENSIUN DAN LEMBAGA INVESTASI DAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN KETERBUKAAN DAN LEMBAGA PENJAMINAN LENGGARAAN USAHA KEPATUHAN 111
PERUSAHAAN PUBLIK PERUSAHAAN PUBLIK LEMBAGA EFEK PENSIUN
KEUANGAN LAIN SEKTOR JASA PENASIHAT INVESTASI JASA KEUANGAN ANEKA INDUSTRI TATA KELOLA PERASURANSIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BAGIAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PENGEMBANGAN BAGIAN BAGIAN PENGEMBANGAN DAN BAGIAN
H HUKUM LEMBAGA |- SISTEM DAN TEKNOLOGI| | PENYIDIKAN EMITEN DAN — — PENGAWASAN I— LEMBAGA PEMBIAYAAN | [— PEMERIKSAAN — —
PENGELOLAAN JASA PERDAGANGAN INDUSTRI DASAR, KEBIJAKAN PASAR PELAYANAN INFORMASI KEPATUHAN IV
KEUANGAN INFORMASI PERUSAHAAN PUBLIK PERDAGANGAN KHUSUS PERASURANSIAN
SEKTOR RIIL INVESTASI DAN PERHUBUNGAN LOGAM, DAN KIMIA MODAL SYARIAH DANA PENSIUN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN KEPATUHAN BAGIAN PEMANTAUAN PERU. PERUSAHAAN BAGIAN ANALISIS EVALUASI DAN
|- PROFESI HUKUM PASAR| |— PENGELOLAAN DATA — < WAKIL PERUSAHAAN | |— -  PERASURANSIAN |- PELAPORAN PENGELOLAAN
PENGELOLAAN SAHAAN PROPERTI DAN PERTAMBANGAN DAN DANA PROGRAM PENSIUN
MODAL DAN INFORMASI EFEK SYARIAH
INVESTASI REAL ESTAT AGROBISNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN

FUNGSIONAL




LAMPIRAN XI -2

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN
SEKRETARIAT BADAN
| | | |
BAGIAN
PERENBCAAGI\:'XIXN DAN BAGIAN BAGIAN KERJASAMA BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN INTERNASIONAL DAN UMUM
ORGANISASI
HUMAS
] ] ] ]
SUBBAGIAN
a RENCS:NB/EQS;Sﬁ DAN a PEngEA';C:Qg AN PENYUSUNAN DOKUMEN i SUBBAGIAN SUBBAGIAN
DELAPORAN PEGAWA| PELAKSANAAN KERJASAMA BILATERAL TATA PERSURATAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
—  PERENCANAAN - - - KERJASAMA — TATA USAHA KETUA
ANGGARAN MUTASI KEPEGAWAIAN PERBENDAHARAAN MULTILATERAL BADAN
i SUBBAGIAN i SUBBAGIAN i AKSULIJ\EI'?A?\I%IIAI;\IAN i iﬂiﬁﬁ%ﬁs SUBBAGIAN
ORGANISASI UMUM KEPEGAWAIAN DELAPORAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| TATA LAKSANA - ADMINISTRASI | PENGADUAN PASAR | PERLENGKAPAN
PENERIMAAN NEGARA MODAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN XI -3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUEBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
BIRO PERUNDANG-UNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM

BIRO
PERUNDANG-UNDANGAN DAN
BANTUAN HUKUM

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
HUKUM PENGELOLAAN HUKUM TRANSAKSI DAN HUKUM EMITEN DAN PROFESI HUKUM PASAR
INVESTASI LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN PUBLIK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MODAL

] ] ] ] ]

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— PERATURAN PENGELOLAAN —  PERATURAN TRANSAKSI DAN — PERATURAN EMITEN DAN —
INVESTASI LEMBAGA EFEK | PERUSAHAAN PUBLIK | PERATURAN PERASURANSIAN NOTARIS PASAR MODAL
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— PENETAPAN SANKSI DAN —  PERATURAN TRANSAKSI DAN — PERATURAN EMITEN DAN — PERATURAN PEMBIAYAAN DAN SUBBAGIAN

KEBERATAN PENGELOLAAN || KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

INVESTASI LEMBAGA EFEK I PERUSAHAAN PUBLIK Il PENJAMINAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| SUBBAGIAN || PENETAPAN SANKSI DAN || PENETAPAN SANKSI DAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO KEBERATAN TRANSAKSI DAN KEBERATAN EMITEN DAN PERATURAN DANA PENSIUN LIGITASI DAN PELAYANAN HUKUM
LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN PUBLIK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

SUBBAGIAN
ANALISIS LEMBAGA EKONOMI
INTERNASIONAL

PASAR MODAL

LEMBAGA KEUANGAN LAIN

SUBBAGIAN

TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN
ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK
ASURANSI, DANA PENSIUN, DAN
LEMBAGA KEUANGAN LAIN

STRUKTUR DAN JARINGAN

SUBBAGIAN
DUKUNGAN TEKNIS

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDCNESIA
BAGAN ORGANISASI
BIRO RISET DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BIRO
RISET DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
| | | |
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN RISET ASURANSI, DANA
RISET EKONOMI RISET PASAR MODAL PENSIUN, DAN LEMBAGA SISTENIINDFA(\)NR-'I\—AEA};’\IIOLOGI PEBIAGJI\?ILI\?FLQSI\N/IESAITA
KEUANGAN LAIN
1 1 1 00 | 00 |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN | | STATISTIK ASURANSI, DANA || PENGEMBANGAN DAN || PENYiLjEABNASIA':"X DAN
ANALISIS EKONOMI MAKRO STATISTIK PASAR MODAL PENSIUN, DAN LEMBAGA PENGELOLAAN SISTEM DAN INFORMASI
KEUANGAN LAIN APLIKASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN ANALISIS KEBIJAKAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN || ANALISIS KEBIJAKAN | | PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN || PENGEMBANGAN DAN | | PENGELOLAAN BASIS DATA
ANALISIS EKONOMI MIKRO PENGEMBANGAN ASURANSI, DANA PENSIUN, DAN PENGELOLAAN INFRA-

DAN REGISTRASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
— PERPUSTAKAAN DAN
DOKUMENTASI

LAMPIRAN XI -4

KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN NOMOR

LAMPIRAN XI-5
184/PMK.01/2010

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI
BIRO PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

BIRO

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

BAGIAN
PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN PENGELOLAAN

BAGIAN
PEMERIKSAAN DAN

PENYIDIKAN TRANSAKSI

BAGIAN PEMERIKSAAN
DAN PENYIDIKAN EMITEN

PUBLIK SEKTOR JASA

DAN PERUSAHAAN

BAGIAN PEMERIKSAAN
DAN PENYIDIKAN EMITEN
DAN PERUSAHAAN
PUBLIK SEKTOR RIIL

1

PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN PENGELOLAAN
INVESTASI |

INVESTASI DAN LEMBAGA EFEK
SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN TRANSAKSI
DAN LEMBAGA EFEK |

SUBBAGIAN PEMERIKSAAN

DAN PENYIDIKAN EMITEN

DAN PERUSAHAAN PUBLIK
SEKTOR JASA |

SUBBAGIAN
PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN PENGELOLAAN
INVESTASI I

SUBBAGIAN
PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN TRANSAKSI
DAN LEMBAGA EFEK I

SUBBAGIAN PEMERIKSAAN

DAN PENYIDIKAN EMITEN

DAN PERUSAHAAN PUBLIK
SEKTOR JASA |l

SUBBAGIAN
PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN PENGELOLAAN
INVESTASI Il

SUBBAGIAN
PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN TRANSAKSI
DAN LEMBAGA EFEK Il

SUBBAGIAN PEMERIKSAAN

DAN PENYIDIKAN EMITEN

DAN PERUSAHAAN PUBLIK
SEKTOR JASA Il

SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PEMERIKSAAN

DAN PENYIDIKAN EMITEN

DAN PERUSAHAAN PUBLIK
SEKTORRIIL |

SUBBAGIAN PEMERIKSAAN

DAN PENYIDIKAN EMITEN

DAN PERUSAHAAN PUBLIK
SEKTORRIIL I

SUBBAGIAN PEMERIKSAAN

DAN PENYIDIKAN EMITEN
DAN PERUSAHAAN PUBLIK
SEKTOR RIIL 11l




LAMPIRAN XI -6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDOMNESIA
BAGAN ORGANISASI
BIRO PENGELOLAAN INVESTASI
BIRO
PENGELOLAAN INVESTASI
| | | |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN BINA MANAJER INVESTASI PENGAWASAN KEPATUHAN
KEBIJAKAN INVESTASI PRODUK INVESTASI DAN PENASIHAT PENGELOLAAN PENGELOLAAN
INVESTASI INVESTASI INVESTASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN L | PENGEMBANGAN PRODUK L | MANAJER INVESTASI DAN - SUBBAGIAN - |N\/K|5E§¢ATSU|'-[|>AA'\:\1'\£/;:/:JSE|E o
KEBIJAKAN PENGELOLAAN INVESTASI REKSA DANA PENASIHAT INVESTASI PENELAAHAN HUKUM
INVESTASI INVESTASI
SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KEBIJAKAN MANAJER | | PENGEMBANGAN PRODUK a SUBBAGIAN | |PENGELOLAAN KETERBUKAAN| | | SUBBAGIAN
INVESTASI DAN INVESTASI EFEK BERAGUN WAKIL MANAJER INVESTASI REKSA DANA DAN EFEK KEPATUHAN REKSA DANA
PENASIHAT INVESTASI ASET DAN INVESTASI LAIN BERAGUN ASET
SUBBAGIAN SUBBAG SUBBAG SUBBAGIAN
|| PENGEMBANGAN KEBIJAKAN L] UBBAGIAN L] UBBAGIAN || KEPATUHAN EFEK BERAGUN
WAKIL MANAJER INVESTAS! TATA USAHA BIRO PENELAAHAN AKUNTANSI ASET

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN XI -7

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN
IMENTERI KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK
BIRO
TRANSAKSI DAN
LEMBAGA EFEK
| | | |
PENGBQSIB';’\[I\IGAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEBIJAKAN TRANSAKSI PENGAWASAN KEPATUHAN PENGAWASAN WAKIL PERUSAHAAN
DAN LEMBAGA EFEK LEMBAGA EFEK LEMBAGA EFEK PERDAGANGAN EFEK
] ] [ T ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- PENGEMBANGAN - PENGAWASAN KEPATUHAN PENGAWASAN - WAKIL PERANTARA
KEBIJAKAN LEMBAGA PERUSAHAAN EFEK | PERUSAHAAN EFEK | PERDAGANGAN EFEK PEDAGANG EFEK
BURSA EFEK SEKTOR JASA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGAWASAN SUBBAGIAN
| PENGAWASAN KEPATUHAN | WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK
KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN EFEK I PERUSAHAAN EFEK I PERDAGANGAN EFEK
EFEK SEKTOR RIIL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGAWASAN
| | PENGEMBANGAN || PENGAWASAN LEMBAGA KEPATUHAN LEMBAGA | | PERDAGANGAN SURAT | | SUBBAGIAN
KEBIJAKAN WAKIL BURSA EFEK BURSA EFEK UTANG NEGARA DAN TATA USAHA BIRO
PERUSAHAAN EFEK EFEK LAIN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN XI -8

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA

BIRO
PENILAIAN KEUANGAN

PERUSAHAAN SEKTOR JASA

BAGIAN
PENILAIAN PERUSAHAAN
JASA KEUANGAN

BAGIAN
PENILAIAN PERUSAHAAN
JASA NON KEUANGAN

1

SUBBAGIAN
PENELAAHAN HUKUM
PERUSAHAAN JASA
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PENELAAHAN KETERBUKAAN

| PERUSAHAAN JASA
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PENELAAHAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN JASA
KEUANGAN

1

SUBBAGIAN
PENELAAHAN HUKUM
PERUSAHAAN JASA
NON KEUANGAN

SUBBAGIAN
PENELAAHAN KETERBUKAAN
PERUSAHAAN JASA NON
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PENELAAHAN AKUNTANSI

PERUSAHAAN JASA
NON KEUANGAN

BAGIAN
PEMANTAUAN
PERUSAHAAN JASA
KEUANGAN

BAGIAN
PEMANTAUAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN DAN
PERHUBUNGAN

BAGIAN
PEMANTAUAN PERUSAHAAN
PROPERTI DAN REAL ESTAT

1

SUBBAGIAN
— PEMANTAUAN PERUSAHAAN
PERBANKAN

SUBBAGIAN
— PEMANTAUAN PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PEMBIAYAAN

SUBBAGIAN
PEMANTAUAN PERUSAHAAN
SEKURITAS DAN INVESTASI

1

SUBBAGIAN
PEMANTAUAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN DAN
PARIWISATA

SUBBAGIAN
PEMANTAUAN PERUSAHAAN
B PERHUBUNGAN DAN
TELEKOMUNIKASI

SUBBAGIAN

| | PEMANTAUAN PERUSAHAAN
MEDIA MASSA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

1

SUBBAGIAN
— PEMANTAUAN PERUSAHAAN
PROPERTI DAN PERHOTELAN

SUBBAGIAN
PEMANTAUAN PERUSAHAAN REAL|
ESTAT, KONSTRUKSI DAN
PERUSAHAAN JASA LAINNYA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO




LAMPIRAN XI -9
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

BAGAN ORGANISASI

BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RIIL

BIRO

PENILAIAN KEUANGAN
PERUSAHAAN SEKTOR RIIL

KEUANGAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
PEMANTAUAN PEMANTAUAN PERUSAHAAN PEMANTAUAN PERUSAHAAN
PENILAIAN PERUSAHAAN PENILAIAN PERUSAHAAN DERUSAHAAN ANEKA INDUSTRI DASAR, LOGAM. CERTAMBANGAN DAN
PABRIKAN NON PABRIKAN NDUSTRI DAN KIMIA AGROBISNIS
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

— PENELAAHAN HUKUM
PERUSAHAAN PABRIKAN

SUBBAGIAN
— PENELAAHAN KETERBUKAAN
PERUSAHAAN PABRIKAN

SUBBAGIAN
— PENELAAHAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN PABRIKAN

— PENELAAHAN HUKUM

PERUSAHAAN NON PABRIKAN

SUBBAGIAN

— PENELAAHAN KETERBUKAAN

PERUSAHAAN NON PABRIKAN

SUBBAGIAN

— PENELAAHAN AKUNTANSI

PERUSAHAAN NON PABRIKAN

PEMANTAUAN PERUSAHAAN
TEKSTIL, GARMEN DAN ALAS
KAKI

SUBBAGIAN
— PEMANTAUAN PERUSAHAAN
BARANG KONSUMSI

SUBBAGIAN

— PEMANTAUAN PERUSAHAAN
ANEKA INDUSTRI LAINNYA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

— PEMANTAUAN PERUSAHAAN

INDUSTRI DASAR

SUBBAGIAN

— PEMANTAUAN PERUSAHAAN

INDUSTRI LOGAM

SUBBAGIAN

— PEMANTAUAN PERUSAHAAN

INDUSTRI KIMIA

PEMANTAUAN PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DAN
KEHUTANAN

SUBBAGIAN

— PEMANTAUAN PERUSAHAAN

AGROBISNIS

SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO




LAMPIRAN XI - 10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI
KEUANGAN

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

BIRO STANDAR AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN

BIRO

STANDAR AKUNTANSI DAN
KETERBUKAAN

BAGIAN
STANDAR AKUNTANSI
DAN PEMERIKSAAN

BAGIAN
AKUNTAN, PENILAI,
PEMERINGKAT EFEK DAN WALI
AMANAT PASAR MODAL

]

SUBBAGIAN
STANDAR AKUNTANSI |

SUBBAGIAN
STANDAR AKUNTANSI I

SUBBAGIAN
STANDAR PEMERIKSAAN

]

SUBBAGIAN AKUNTAN
PASAR MODAL

SUBBAGIAN
PENILAI PASAR MODAL

SUBBAGIAN
PEMERINGKAT EFEK DAN
WALI AMANAT PASAR MODAL

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KETERBUKAAN EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
TATA KELOLA EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN ATA KELOLA
LEMBAGA EFEK DAN
PENGELOLAAN INVESTASI

BAGIAN BAGIAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KETERBUKAAN DAN KEBIJAKAN PASAR MODAL
TATA KELOLA SYARIAH
SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
SYARIAH EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
SYARIAH PENGELOLAAN
INVESTASI

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA BIRO

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
SYARIAH TRANSAKSI DAN
LEMBAGA EFEK




TENTANG ORGANISASI

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
BIRO
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
I I I I
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
PEMERIKSAAN LEMBAGA LEMBAGA PEMBIAYAAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN KHUSUS

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
I KELEMBAGAAN LEMBAGA — PEMERIKSAAN PERUSAHAAN —  KELEMBAGAAN LEMBAGA -~  LEMBAGA PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN | PENJAMINAN KHUSUS |

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
1 JASA LEMBAGA PEMBIAYAAN — PEMERIKSAAN PERUSAHAAN I JASA DAN PEMANTAUAN —  LEMBAGA PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN I LEMBAGA PENJAMINAN KHUSUS Il

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L PEMANTAUAN LEMBAGA L PEMERIKSAAN PERUSAHAAN - < o L LEMBAGA PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TATA USAHABIR KHUSUS 1

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN XI-11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
BIRO PERASURANSIAN

LAMPIRAN XI - 12

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

BIRO
PERASURANSIAN
BAGIAN BAGIAN ABNA;\(-I;_IIASTIS BAGIAN BAGIAN
KELEMBAGAAN ANALISIS KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN PERASURANSIAN
PERASURANSIAN PERASURANSIAN PERASURANSIAN SYARIAH
USAHA PERASURANSIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— KELEMBAGAAN — ANALISIS KEUANGAN — ANALISIS PENYELENGGARAAN — PEMERIKSAAN | PERASURANSIAN SYARIAH |
PERASURANSIAN | PERASURANSIAN | USAHA PERASURANSIAN | PERASURANSIAN |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— KELEMBAGAAN — ANALISIS KEUANGAN — ANALISIS PENYELENGGARAAN — PEMERIKSAAN | PERASURANSIAN SYARIAH II
PERASURANSIAN I PERASURANSIAN I USAHA PERASURANSIAN I PERASURANSIAN I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— KELEMBAGAAN — ANALISIS KEUANGAN — ANALISIS PENYELENGGARAAN — PEMERIKSAAN TATA USAHA BIRO
PERASURANSIAN I PERASURANSIAN lii USAHA PERASURANSIAN I PERASURANSIAN I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
BIRO DANA PENSIUN

BIRO
DANA PENSIUN

PERATURAN

MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN XI - 13

NOMOR

184/PMK.01/2010

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

BAGIAN
KELEMBAGAAN DANA
PENSIUN

1

BAGIAN
ANALISIS
PENYELENGGARAAN
PROGRAM DANA PENSIUN

BAGIAN
PEMERIKSAAN DANA
PENSIUN

BAGIAN
PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN INFORMASI
DANA PENSIUN

BAGIAN ANALISIS EVALUASI
DAN PELAPORAN PENGELOLAAN
DANA PROGRAM PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUBBAGIAN
| PERATURAN DANA PENSIUN

SUBBAGIAN
— AKTUARIA DAN PENDANAAN
DANA PENSIUN

SUBBAGIAN
— REGISTRASI DAN
DOKUMENTASI DANA PENSIUN

1

SUBBAGIAN
— ANALISIS LAPORAN BERKALA
DANA PENSIUN

SUBBAGIAN
ANALISIS LAPORAN NON
BERKALA DAN INFORMASI
UMUM DANA PENSIUN

SUBBAGIAN

PEMANTAUAN TINDAK
LANJUT PEMERIKSAAN
DANA PENSIUN

1

SUBBAGIAN PERENCANAAN
DAN EVALUASI PEMERIKSAAN
DAN PEMANTAUAN LEMBAGA

PENUNJANG DANA PENSIUN

SUBBAGIAN
PEMERIKSAAN PROGRAM
PENSIUN MANFAAT PASTI

SUBBAGIAN
PEMERIKSAAN PROGRAM
PENSIUN IURAN PASTI

1

SUBBAGIAN
— PENGEMBANGAN DANA
PENSIUN

SUBBAGIAN
— STATISTIK DAN PELAPORAN
DANA PENSIUN

SUBBAGIAN

PELAYANAN INFORMASI DAN
PENANGANAN PENGADUAN
DANA PENSIUN

1

SUBBAGIAN
— EVALUASI PENGELOLAAN
DANA

|| SUBBAGIAN
ANALISIS DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

TATA USAHA BIRO




LAMPIRAN XI - 14
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

BIRO KEPATUHAN INTERNAL

BIRO

KEPATUHAN INTERNAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEPATUHAN | KEPATUHAN Il KEPATUHAN il KEPATUHAN IV
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

KEPATUHAN IA

SUBBAGIAN
KEPATUHAN IB

SUBBAGIAN
KEPATUHAN IC

KEPATUHAN IIA

KEPATUHAN IIIA

SUBBAGIAN
KEPATUHAN I1B

SUBBAGIAN
KEPATUHAN 1IIB

SUBBAGIAN
KEPATUHAN IIC

SUBBAGIAN
KEPATUHAN lIIC

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPATUHAN IVA

SUBBAGIAN
KEPATUHAN IVB

SUBBAGIAN
KEPATUHAN IVC

SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO




MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

LAMPIRAN XII -1
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